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001ce : Jln. Rana Kepa Utama No. 22 C, Tomang, Jakarta (1,440)Indonesia Tel IFa : 021- 56
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Perlhal:

Jakarta, 6 Oktober 2016

P rbaikan Permohonan Pengujian Pasa11,39 yat(4)
Ur, dang-"ridang No. 22 Tahun 2009 Tentsng Lalu

Lintas dan Angkutan ,alan Terhadap Pasal ,. a at

(3), Pasa1 27 Ayat (2), Pasa1 28 D ayat (,.) Undang.
undang Dasar 1,945.

Kepada Yang Techormat

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Metoeka Barat No. 6
Di

Jakarta (10/10)

Kanji Y^^rig beltanda tangan dib^iwah ini,

FERDIAN SUTANTO, S. H. , C. L. A. , RAf!MAT AMINUDIN, S. H. , Ir. EDY M.

L\,;BIS, S. H. , AFRIADY PUTRA, S. SOS. , S. H. , SUHARDl, S, H. , ZUVl
DARINA, S. H.

Beadasarkan Suret Kuasa Khusus 081SKK. TPALC/MK. PIW11/202.6

Tangga1 18 Agustus 2016 (terlampir) Para Advokat dan Konsultan Hukum
yangtergabungdalamTimAdvokasiHukum PengendaraOnline N I
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'*:r^.^^^_E^^" Advocates & Legal Consultant, beralamat di Rawa Kepa
Utama No. 22 C, Tornang, Grogol Petamburan Jakarta Barat - DKIJakaita,
(11440), telp. 021 - 56968485, masing-masing dapat bertindak sendiri-
sendiri inaupun bersama-sama. Datam halini bertindak seiaku kuasa dari

dan o1eh karenanya berLindak untuk dan atas nama

I. Nama : ARIES RINALDl

Pekerjaan Pengemudi/Driver Grab Angkutan APIikasi Online
Againa : Islam

WargaNegara :Indonesia

A1amat Kali Pasir Daiam No. 163 RT/RW : 0071001, Cikini,
Meritsng, Jakarta Pusat.

.

.

2. Nama

Pekerjaan

Againa

Warga Negara

A1amat

.

.

.

.

RUDIPRASTOWO

Pengemudi/Driver Grab Angkutan APIikasi Online
: Islam

: Indonesia

: Jl. A1fa VI No. 133 RT/RW : 0061007, Kelurahan

Cimone, Kecamatan ;<arawaci. Kota Tangerang.

.

.

3. Nama

Pekerjaan

Againa

Warga Negara

A1amat

: DIMASSowA NUGRAHA

Pengemudi/Driver Uber Angkutan APIikasi On jine
: Islam

: Indonesia

Kampung Kedaung, RT/RW : 0021001, Kelurahan

Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang
Selatan.

.

.

.

.
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Kesemuanya adalah Pengemudi Keridaraan Angkutan APIikasi Online an

terdiri bertindak seiaku Perorangan Warga Negara Indonesia sebagai Driver
IPengemudi angkutan aplikasi online yang disebutkan diatas. Selanjutnya
disebutsebagai PARA PEMOHON.

Para Pemohon dengan jin mengajukan Perbajkan Permohonan

Pengujian Pasa1 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,
tentang Lalu Lintas dan Angjutan Jalan yang dimuat dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 (Bukti P-2) terhadap
Undang~undang Dasar 1945 pasa1 27 ayat (2) jo Pasa1 28 D ayat (1)
(Bukti P-,.), sebagaimana Saran dari Maidis Hakim Konstitusi pada
Persidangan tangga1 26 September 2016. Sebelum meIanjutkan pada
uraian tentang permohonan besetta alasan-alasannya, Pemohon ingin Iebih
dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan "legal
standing" Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONST^TUSl

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 24 C ayat ( I ) Undar;g-undar!g
Dasar Negara Republik Indonesia Tahi. !n 1945 ( seianjutnya disebut UUD
1945 ) dan Pasai 10 ayat ( I ) huruf a Undang-undang No. 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi( UU MK) sebagaimana telah diubah

dengan Undang~undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas

Undang-undang No. 24 Tahun 2003 (UU MK) dan Pasa! 29 ayat (1) huruf
a Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaar! Kehakiman

selanjutnya disebut UU <1-812009, yang menyatakan sebaga! berikut :

3
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Pasa1 24 C ayat (,.) UUD .. 945 :

**Mahkamah Konstitusi beonenang mengadili pada tingkat pertaina dan

terakhir Yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang

torhadap Undang-undang Dasar".

Pasal to ayat (:I. ) huruf a UU MK:

'*Mahkamah Konstitusi bemyenang meng^diii pada tingkat pertaina dan

terakhir Yang putusannya bersifat final untuk :

a. menguji Undang~undang terhadap Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945".

Pasa1 29 ayat (,.) huruf a UU 48/2009:

**Mahkamah Konstitusi bentenang mengadili pada tingkat pertaina dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1,945".

b. Bahwa Permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian

kor!stirusionalitas IJndang~undang No. 22 Tahun 2009 terhadap UUD

194-5 , dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a

quo .

11. KEDUDUl<AN HUKUM ( Le9a/Standing) PARA PEMOHON

I. Bahwa beadasarkan Pasa1 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi berserta penjelasannya , yang

4
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dapat mengajukan permhonan pengujian Undang-undang terhada
UUD 1945 adaiah mereka Yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusional yang diberikan o1eh UUD 1945 dirugikan
o1eh berlakunya suatu Undang-undang, yaitu

a. Perorangan warga Negara Indonesia dan/atau kelompok oreng
yang meinpunyai kepentingan yang sama;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia Yang diatur dalam Undang-undang;

c. Badan hukum pub!ik atau privat;

d. Lembaga Negara.

2. Bahwa seiak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0061PUU-1/1/2005

tangga1 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor

UlpUU-V/2007, seita putusan-putusan seianjutnya, inahkamah
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konsitusional sebagaimana dimaksud daiam Pasa1 51 ayat (1)
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi
harus memenuhilima syarat, yaitu:

.

.

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusiona! Pemohon

diberikan o1eh IJUD 1945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut o1eh Pemohon

dianggap dirugikan o1eh berlakunya Undang~undang an
dimohonkan pengujian;

Yang
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c, Kerugian Konsitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual

atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaren Yang wajar dan

dipastikan akan tenadi;

d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verbano^ antara Kerugian

yang dimaksud dan berlakunya Undang-undang Yang dimohonkan

pengulIan;

e. Adanya kernungkinan bahwa dengan dikabu!kannya permohonan

inaka kerugian konstitusional seperti Yang di da!itkan tidak akan

tenadilagi.

3. Bahwa Para Pemohon ada!ah Sopir/ Pengendara Jasa Angkutan Yang

berbasis APIikasi Online secara pribadi (non badan hukum) Yang

torgabung Grab dan Uber.

4. Bahwa sesuai dengan pasa1 27 ayat (2) jo pasa1 28 D ayat (1) Tiap-

tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan Yang

layak bagi kernanusiaan.

5. Bah*A1a berkerja merupakan pen^!ujudan dirt inariusia, meIaiui bekeria

Inariusia merealiSasikar: dirinya Sebagai inariusia dan seka!iguS

meinbangun hidup dan lingkungannya yang Iebih inariusiawi. Maka

melaini bekeria inariusia menjadi inariusia Yang utuh berezaskan

Pancasi!a, meIalui bekeria inariusia menentukan hidupnya sendiri

sebagai inariusia Yang inaridiriitu Yang di harapkan Para Pemohon.

6
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6. Bahwa dengan adanya Transportasi online merupakan sarana

lapangan keria bagi Para Pemohon untuk mendapatkan penghidupan

yang layak dimana sebagai warga negara Yang balk untuk

mendapatkan hidup Yang layak dengan penghasilan dan pekerjaan.

7. Bahwa Para Pemohon menjadikan Tranportasi 01ine sebagai wadah

lapangan keria dimana masuk kedalam keanggotaan Yang

menyediakan falisitas online dengan ketentuan yang sangat tentram

dan nyaman konsumen online dengan harga Yang memadai dan

meinbantu Konsumen daiam transportasi belakangan ini.

8. Bahwa aturan hukum meinbatasi dan mengatur bagaimana

kedaulatan rakyat disalurkan, dija!ankan dan diselenggarakan dalam

kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, hukum yang direrapkan dan

ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus

menjamin adanya peran serta warga Negara dalam proses

pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak boleh dibuat untuk

menjamin kepentingan segenap warga Negara. Kehendak segenap

warga Negara tercerrr!in dalam Undang-undang Dasar 1945 Yang

merupakan bentL!k kesepakatan urnc:in (9enera/ 891eefnent) dari

seiuruh warga Negara. Segala norma hukum Yang Iebih rendah dan

segala praktik kchidupan keriegaraan dan kebangsaan harus sesuai

dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

J
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9. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Yang mein11iki

hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan

pekerjaan dimana Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan

dan penghidupan Yang layak bagi kernanusiaan. . dan pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adjl dalam

naungan Negara hukum sebagaimana dimaksud pasa! 27 ayat (2)

dan Pasa1 28 D ayat (1) UUD Negara R. I 1,945.

10. Bahwa uraian di atas meinbuktikan bahwa Para Pemohon

(Perseorangan Warga Negara Indonesia) meminki kedudukan hukum

(Ie9a/ standfr79) untuk berLindak sebagai Parti Pemohon da!am

permohonan pengujian undang-undang inI dimana

a. Adanya hak pemohon untuk mendapat pekerjaan Yang lavak dan
ke pastian hukum yang di atur pada pasa1 27 ayat 2 : Tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kernanusiaan dan Pasa1 28 D ayat 2 :

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut o1eh Pemohon
dianggap dirugikan o1eh berlakunya Pusa1 139 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Ialan
terh;Idap ke hidupan yaitu pekerjaan Yang layak sesuai dengan
pasa! 27 ayat (2) Yang -dimohon!<an pengujian;

c. Kerugian Konsitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktua!

atau setidak-tidal<nya potensial menurut penalaran Yang wajar dan

dipastikan akan tenadi;

d. Adanya hubungan sei>ab-akibat (causal verbano) antara kerugian

Yang dimaksud dan berlakunYa Undang~undang Yang dimohoitkan

penguJian;

.

.

,
\
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e. Adanya Kernungkinan bahwa dengan dikabu!kannya permoho'nan

inaka kerugian konstitusional seperti Yang di dalilkan tidak akan

tenadilagi.

11. Bahwa beadasarkan Kua!ifikasi dan syarat tersebut of atas, inaka

Para Reinohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah

dir'u9k'an hak dan/'atau kewenangan Konstitusionalnya akibat

berlakunya Pasa1 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2004, tentang Lalu Lintas. dan Angkutan Ja!an ("UU No. 22 Tahun

2009"), apabila Para Pemohon pengujian terhadap ketentuan Pasal

139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu

Lintas Jalan ("UU No. 22 Tahun 2009") dikabulkan, inaka hak

dan/atau kewenangan konstitusionalPara Pemohon tidak lagi

dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (kg^9a/

standing, ) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang
berlaku.

In. Alasan. alasan Para .Pemohon mengajukan Permohonan

Pengujiait Pasa1 1.39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009, tentang Lain Lintas dan Angkutan Jalan ("UU

No. 22 Tahun 2009")

PARA PI^!910HON BERHAK MENDAPAT PE:<ER, AAN YANG

LAYAK, Tiaj, -tia!, warga negara berhak atas 17ekerjaar} dan

penghidupan yang layak bagi kernanusiaan. Sebagaimana

Pasa1 27 Ayat (2)

A.

9
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I. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945

memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya

didatam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan sebagaimana diregaskan o1eh Pasa1 27 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Bahwa jika di tela'ah secara harafiah Pasa1 27 ayat (2) Undang-

undang 1,945 Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan

penghidUpan Yang lavak bagi kernanusiaan, pasalini meinaricarkan

asas keadilan SOSial dan kerakyatan o1eh sebab itu kepentingan Para
Pemohon ada di daiamnya.

3. Bahwa dengan adanya Transportasi online merupakan sarana

lapangan keria bagi Para .Pemohon untuk mendapatkan penghidupan
Yang lavak dimana sebagai warga negara yang baik untuk

mendapatkan hidup yang layak dengan penghasilan dan pekerjaan.

4. Bahwa Para Pemohon menjadikan Tranportasi Online sebagai wadah

lapangan keria dimana masuk kedalam keanggotaan Yang
menyediakan fairsitas online dengan ketentuan Yang sangat

ketentraman dan keriyamanan Konsumen online dengan hanga yang
memadai dan sangat meinbantu konsumen dalam kebutuhan

transportasi belakangan ini.

5. Bahwa berkerja merupakan perwujudan diri inariusia, me!alui bekeria
inariusia merealisasikan dirinYa sebagai inariusia dan sekaligus
meinbangun hidup dan lingkungannya yang Iebih inariusiawi. IVlaka

metalui bekeria manusia menjadi inariusia yang utuh berazaskan

Pancasila, meiaiui bekeria inariusia menentukan hidupnya sendiri

sebagai inariusia Yang inaridiriitu Yang di harepkan Pare Pemohon.

1.0
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6. Bahwa dengan adanya- Transportasi onIihe merupakan sarana

lapangan keria bagi Para Pemohon untuk mendapatkan penghidupan

Yang layak dimana sebagai warga negara Yang balk untuk

mendapatkan hidup Yang lavak dengan penghasilan dan pekerjaan.

7. Bahwa REMOHON sebagai Pekerja Sopir I Pengendara Jasa

Angkutan Yang berbasis APIikasi Online secara pribadiilainnya Yang

sangat meinbantu negara daiam mengurangi pengagguran saat inI.

Dan sesuaj dengan perkembangan teknologi Yang tak terhindarkan

di masyarakat, baik Para Pemohon inaupun pengguna/konsumen

yang masing-masing terbantu dan merasa nyaman dengan

keridaraan angkutan online Yang belakangan ini menjamur di

beberapa kota di Indonesia.

8. Bahwa berkerja merupakan perwujudan diri inariusia, meIaiui bekeria

inariusia merealisasikan dirinya sebagai inariusia dan sekaligus

meinbangun hidup dan lingkungannya Yang Iebih inariusiawi. Maka

meIalui bekeria inariusia menjadi inariusia Yang utuh berazaskan

Pancasila, meIalui bekeria inariusia menentukan hidupnya sendiri

sebagai inariusia yang inaridiri dan haiini Yang di harepkan Para

Pemohon.

9. Bahwa Pasa1 139 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009

Tentang La!u Lintas dan Angkutan Ja!an,

"Penyeo:I^Iasa, 4n9kutan Urnum d//aksanakan ok:, h bade?n usaha mink

A'e9ar, ^,. badan usaha mink daerah, dan/atau badan hukum sesua/'

den9an ketentuan peratu, ,a. n pelc. !/7dan9-UDO;;?n9a//'., belum

mengakomodir Perorangan untuk menjadi pelaksana da!am penyedia

jasa angkutan akan meregikan para pemohon dimana transportasi

.

I. I
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online merupakan jasa perorangan Yang mengunakan fasilitasi on ine
untuk mendapatkan sebuah perkedaan.

1.0. Bahwa Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-

benar telah dfr'u9kan hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya
akibat berlakunya Pasa1 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU No. 22
Tahun 2009") yang belum terakomudir pada Pasa1 139 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 , Akhirnya, apabila Pare
Permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasa1 139 ayat (4)

Lalu Lintas iaianUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang

OUU No. 22 Tahun 2009") dikabulkan perorangan menjadi
inaka hak dan/atauPenyedia Jasa Angkutan Urnum ,

konstitusional Para Pemohon tidak lagi dirugikan.kewenangan

Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Para pemohon terdapat

kerugian hak konstitusional Dengan ber!akunya Pasa1 1.39 Ayat (4)
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas danUndang-undang No.

Angkutan Jalan.

,

B. PAR^, Pi:MOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN,

PERLINDU!\IGAN, DAN KEPASTIAN HUKUiVI YANG ADJ:L
DALAM NEGARAHUKUM.

I. Bahwa seiak diiakukannya perubahan terhadap Undang-Undang
Dasar Tahun 1945, telah redadi perubahan Yang mendasar dalam

sistem katatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok

dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi inariusia, termasuk adanya

12 ^,
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kesamaan di da!am hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adjl;
2. Bahwa setiap orang berhak atas perilndungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan
ancainan ketakutan untuk berbuat atau tidakperilndungan dari

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

3. Bahwa Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal I ayat (3)
UUD 1945 adalah negara hukum;

4. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tanun 1945
memberikan jaminan Yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap
hak-hak asasi inariusia. Undanq-Undang Dasar 1,945 Pasa1 28 D ayat

(1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum Yang adjl serta perlakuan yang
sama dinadapan hukum, dimana dinyatakan;

"Sat^p o18n9 belhak at;^s pen9akuan, jamfr7an, perl^dun9an, an
kepastltan hukumyan9adff'sert'apen!akuan yan9sam, 7 of hadapanhukum".

Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi inariusia

Yang berlaku bagi seiuruh inariusia secara universal. Dalam kualifi asi Yang
termasuk di daiamnya Pemohon; Namun padasama, setiap inariusia,

hak atas penga!<uan, jaminan,KenyataannYe!, undang-undang tentang

perilndungan dan kepastian hukum tidak ada Yang khusus, karena setiap
orang sama dihadapan hukum, Pengakuan, jaminan, perilndungan, an
kepastian hukum Yang adjl sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup

hukum Yang berlakupengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas
universal. Salah satu asas hukum Yang diakui eksistensinya dalam SIStem

.
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*hukum Indonesia adalah perlindungan'bagi setiap Warga Negara Indonesia
tanpa terkecua!i

5. Norma Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan galan, Pasa1 139 ayat (4)

ripenyedft77asa/In9kutan Urnum d/^ksanakan ok?h badan usaha mff'it

Ale9a/a, badan usaha inn?'k daerah, dan/at;^u badan hukum sesua/

den9an ketentuanperaturanp;erundan9-undan9a//'.

Norma UUD 1,945, Pasal. . ayat(3)

*' Ale9a/a 177donesfi^ ada/;?, 7 Ale9a/aHukun/'

Norma UUD 1,945, Pasa1 27 ayat(2)

rin?p~t/, 510 wall9^a Ale9ara belhak at;^s pekedaan yan9 I^yak ba9/
keri. Ianus1;7an. "

Norma UUD 1,945, Pasa1 28 D ayat(2)

Bahn/a setiap o11^n9 belhakataspen9akuan lainfr7an pertir7dun9an
dan kepastian hukum yan9 ad/Ise/ta perlakuan yan9 sama at
hadapan hukun/',

\\

.

.

6. Bai, wa Para Pemohon adaiah Perorangan Warga Negara Indonesia

berdasarkan Kaitu Tanda Penduduk (Bukti P-3).

7. Bahwa Para Pemohori adalah Pengendara sekaligus Penyedia Jasa

An91<utan APIikasi Online secara pribadi (non badan hukum) berupa
Grab Car den Uber, Tanda Pengenal sebagai Driver keridaraan
online ( Bukti P- 4).

,
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inaka Pemohon8. Bahwa karena belum ada Regulasi Yang mengatur

dianggap Ilegal, sehingga tenadi Demo besar-besaran pada uan
taksi konvensional di Sarinah JakartaMaret 201.6 o1eh 'salah satu

Pusat.

8 diatas salah9. Bahwa karena tidak ingin kejadian seperti daiam point
satu Pemohon meIalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Citizen

PemerintahLav, Isuit of Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggugat
kernudian inuricu! Iahuntuk mendapat Regulasj, seiang 3 minggu

PM 32 Tahun 2016 selanjutnyaPeraturan Meriteri Perhubungan No.

dalam acara mediasi Kuasa Para Pemohondisebut PM 3212G1.6

bahwa Perorangan seharusnya masuk dalam(kami) menyampaikan
PM 32120i. 6, Namun diabaikan.

10. Bahwa salah satu acuan PM 32120L6 adalah Undang-undang No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang inaria

belum mengakomodir Perseorangan Warga Negara sebagai Penye ia
Pemohon, bahwa Pasa1 139Jasa Angkutan tanpa Trayek seperti Para

Tahun 2009 LAi tidak lagi relevan dengan kondisi(,,) UU No. 22

sekarar!g dan juga berpotensi merugikan terhadap Paralainen

Pemohon dan Sopir-sopir Perseorangan APIikasi An91<ata^. nine
Roda 4.

11. Bahwa Para Pemohon sebagai Penge;\dara/Driver Angkutan APIikasi
baik meinpunyai Surat IjinOnline sebagai Warga Negara Yang

Mengerr, lidi (Bukti P- 5)
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12. Bahwa Para Pemohon adalah sebagaiPemilik dan P d

.Iasa Angkutan Online dapat berdasarkan (STNK Bukti P-6 A, P-
6B dan P. 7C ) dan Surat dari Leasing (Butti P. 7A, P-7B dan
P-7C ), meinbuktikan bahwa Para Pemohon pemilik keridaraan
tersebut walau dalam masa angsuran.

13. Bahwa sesuai dengan perkembangari teknologi Yang tak
torhindarkan chinasyarakat, baik Para Pemohon inaupun

pengguna/konsumen yang masing-masing terbantu dan meresa

torbantu dengan kendaraan angkutan online yang belakan a
menjamur di beberapa kota dimdonesia.

1.4. Bahwa rekan seiawat Para Pemohon of buli dan di erlak k t'd k
etis sebagai cerminan inariusia yang berasaskan Pancasila dan
tindakan tersebut tidak ada dasar hukumnya (keliling bawa ban
mobil) di daerah Bandara internasional Soekarno Hatta (Bukti P-
^^)

15. Bahwa menurut para pakar hukum diantaranya

a. Menurut Satjipto Raharjo hubungan hukum dan masyarakat
sangat erat dan sailng meinbutuhi<an, bagi hukum mas arakat
merupakan sumber daya yang memberi hidup, hukum han a
bisa dualankan o1eh campur tangan inariusia. Hukum yang

.

.
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harus dikembangkan adalah hukum yang responsive,

yakni hukum yang tanggap terhadap kebutuhan SOSial.

b. Menurut Roscoe Pound, tugas utama hukum untuk meIindungi

kepentingan, yaitu kepentingan urnum, kepentingan SOSial dan

kepentingan prtbadi secara seimbang, keseimbangan inilah

Yang merupakan hakekat keadilan kepentingan SOSial

merupakan aspek terpenting dalam dalam menciptakan hukum

Yang responsive, perspektif hukum ini adalah hukum yang

baik harus menawarkan sesuatu yang Iebih dan

keadilan prosedural. Hukum itu harus berkemampuan

I^, 17' (adjl, memberi kesempatan yang sama, hukum

harus menentukan kepentingan masyarakat dan

commitsduntuktercapainya keadilan yang substansial.

L6. Bahwa aturan hukum meinbatasi dan mengatur bagaimana

kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan

dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, hukum yang

direrap!<an dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakYat,

sehingga barus menamii, adanya perari s:^rta warga Negara

dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak

baleh dinuat Lintuk menjamin kepentingan segenap warga Negara,

Kehendak segenap warga Negara tercermin dalam Undang-

unda;'19 Dasar 1945 Yang merupakan bentuK 1<esepakatan urnum

(9enera/ a9reement) dari seluruh warga Negara. Segala norma

hukum Yang Iebih rendah dan segala praktik kehidupan

,
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Kenegaraan dan Kebang!, aan harus sesuai dengan ketentuan
Undang-undang Dasar 1945.

1.7. Bahwa Penegakan Hukum (napi/ enforcement) daiam artiluas
mencakup kegiatan untuk meIaksanakan dan menerapkan hukum
serta meIakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran
atau penyimpangan hukum yang dilakukan o1eh subjek hukum,
balk meIalui prosedur peradilan dan mekanisme penyelesaian
sengketa lainnya (alternative de, ^outes or con/7fo'ts resolution).
Bahkan, dalam pengertian yang Iebih Iuas lagi, kegiatan pene-
gakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan
agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur
dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat dan bemegara benar-benar ditaati dan sungguh-
sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Daiam am sempit,
penegakan hukum itu 'menyangkut kegiatan penindakan terhadap
setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan.

.. 8. Bahwa berdasarkan sega!a Warga Negara bersamaan

kedLtdukannya chiledapan hukum I^alitu tidak ada kecualinya dan
Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
Yang laya!< bagi manusia ( vide :Pasa1 27 ayat 2 UUD 1945).

1.9. Bahwa setiap oreng berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum Yang adjl serta perlakuan Yang
sama di hadapan hukL!in, (,,'Ide :Pasai 28 D ayat 2 UUD 1945)

,

\.

\
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20. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, inaka

Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar

telah offu9k'an hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya akibat
berlakunya Pasa1 139 ayat(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2004, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU No. 22

Tahun 2009"), Akhirnya, apabila Para Permohonan pengujian
terhadap ketentuari Pasa1 139 ayat(4) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009, tentang' Lalu Lintas Jalan ("UU No. 22 Tahun

2009") dikabulkan, inaka hak dan/atau kewenangan
konstitusionalPara Pemohon tidak lagi dirugikan. Bahwa

berdasarkan uraian diatas, menurut Para pemohon terdapat
kerugian hak konstitusional Dengan beFlakunya Pasa1 139 Ayat
(4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

C. PASAL 1.39 AYAT (4) UU No. 22 Tahun 2009 MERUG:tKAN

I-!AK-1.1AK KONSTITUSIONAL PEMO}.^ON.

I. Banwa pada dasarnya ketentuan Pasa1 27 ayat 2 dan Pasai 28 UUD

^. 945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari

perlakuan o1eh v{arga negara yang lain dan juga dari negara. Misalnya
Pasa1 28 3 ayat (2) UUD 1945 menyatakan :'Dabm men/;;?/^nkan hat

dan kebebasannya, setiap o18n9 PI, ,^//b tunduk ke;Dada pembatasan

1.9
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' yan9 d/tet;;7pkan den9a, 7 undan9-undan9 den9an inaksudsematiia~mat;;7

untuk men, 7:3mfr7 pen9akuan se/ta pen9hormati;7n atas hak dan

kebebasan o18n9 bin dan untuk memenuh/tuntutan yan9 adff' sesua/
den9an peltimban9an mon^I nff'at-nff'at 89ama keamanan dan

kete/tban urnum da/^in suatumasyarakatdemok/;:?t/':s"

2. Ruinusan Pasa1 28 UUD 1945 mengandung norma konstitusi Yang

dapat meinbatasi hak seseorang dan negara (meIaiui undang-undang),
namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang

shatnya torbatas, yaitu 'b"en9an inaksudsemata-mata untuk men!'amin
dan untuk memenuh/tuntutan yan9 ao!'I. .,': Dengan perkataan lain,

konstitusi meinbatssi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang
pembatasan iru dilakukan meIaiui undang-undang) dan pembatasannya

harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau

kepentingan lain yang heridak dilindungi o1eh undang-undang.

3. Ketentuan Pasa1 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, jika digunakan

dengan ditafsirkan secara salah inaka pasal aquo merupakan pasal
Yang potsnsial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan

pengakuan terhadap Para Pemohon Dengan perumusan Pasal yang
demikian, inaka Pasal a quo tidak proporsional dan berlebihan dan

dengan sendirinya me!an99ar Pasa1 28 D ayat (1) UUD 1945:

4-. Bahwa Pasa1 139 ayat (4) UU No. 22 Tahuri 2009 tersebut, jika
digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi meIahirkan
ket/17'81,085tr;;?n hukum yan9 adff ;

. , .
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S. Bahwa Pasa1 139 ayat (4) un No. 22 Tahun 2009 tersebut telah

merugikan Pemohon secara aktual, karena

I. Reinohon merasa terganggu keamanan dan keriyamanan hak untuk

bekeria mencari nafkah sebagai Pengemudi/Driver Angkutan

Kendaraan Online, meIakukan berbagai aktifitas dan berkomunikasi

secara layak dan inariusiawi.

11. Bahwa o1eh karena itu, adalah merupakan suatu conoltio sine qua

nori bagi penghormatan hak asasi inariusia, untuk me!akukan

pengujian terhadap undang-undang Yang mengandung "cacat in

yang dapat ditafsirkan semau-inaunya sesuai dengan kepentingan

pemegang otoritas tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan

undang-undang tersebut;

nil. Apabila Para Permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasa1 139

ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentsng Lalu

Lintas Jalan ("UU No. 22 Tahun 2009") dikabulkan, inaka hak

dan/atau kewenangan konstitusionalPara Pemohon tidak lagi

dirugikan. Bahwa beadasarkan uralan diatas, menurut Para pemohon

.

.

terd^pat kerugian hak ko. ristitusional Dengan berlakunya Pasa1 139

Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang La!u Limas

dan Angkutan 131an. Sehingga undang-undang acap-kali dapat

diinterpretasikan sendiri dengan merugikan kepentingan rakyat,

pencari keadilan dan kebenaran dan tidak berpihak pada

kepentingan penghormatan hak asasi inariusia;

21



,

, 6.6anwa untuk me11ndungi hak asasi Para Pemohon tidak terus

di!an99ar dan meIahirkan adanya ketidak-pastian hukum, inaka Para

Pemohon dalam menguji UU No. 1.39 ayat (4) Tahun 2004 terhadap

UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah tenadinya

pelanggaran hak asasi Para Pemohon apabila norma hukum

direrapkan.

7. Bahwa dengan me!Ihat fakta tersebut di atas, inaka sudah menjadi

kewenangan Mahkamah Konstitusi(MK) untuk menialankan tugas

Yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya o1eh UUD 1945.

Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada MK, MK adalah

the 9uardft?n of the Constitution dan the final intent7reter of the

Constitution. 01eh karena itu, berdasarkan uraian of atas, Pemohon

memohon kepada MK untuk menyatakan Pasa! 139 ayat (4) UU No.

22 Tahun 2009 mengandung sifat multi tarsir, yang jika ditafsirkan

dengan cara tertentu akan meinbuatnya bertentangan dengan Pasal

28 D ayat (1) UUD 1945.

D. PASAL ,. 39 AYAT (4) UU No. 22 Tahun 2009 MENJADl

INKONSTITUSIONAL .1:1<A TIDAK MEM, :LIEK:I PENAFS:IRAN

YANG PAST1,1<ARENA SUDAH KETINGGA!.._^.!\! JAMAN

TNT DinA!. AKAN AKAri BERBENTURAN DENGAN PASA!. 27

AYAT (2) DAN PASAL28 DAYAT (2)

I. Bahwa akibat perbedaan penafsirari terhadap pasal a quo, telah

tenadi pelanggaran terhadap UUD Negara R1 1945 sebagaimana

diuraikan di atas;

2. Bahwa untuk diajukan o1eh Para Pemohon, agar Para Pemohon

mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses Yang sedang

,

.

URU A, ,
,,.,..^".^
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dijalani Pana Pemohon dengan berlakunya Pasa1 139 ayat (4) UU No.

22 Tahun 2009, inaka hak konstitusional Pemohon secara terus

menerus dilanggar secara sengaja;

Bahwa Pemohon juga menyadari, disatu SISi apabila Mahkamah

Konstitusi menyatakan Pasal Pasa1 22 ayat (1) d UU No. 16 Tahun

2004 bertentangan dengan Pasal I, ayat (3), Pasa1 27 ayat (2)

dan Pasa1 28 D ayat (,.) UUD 1,945 dan tidak meiniliki kekuatan

hukum mengikat, dapatterjadi kekosongan hukum (wetsvacuum) ;

01eh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum (wetsi/acuum)

tersebut, Para PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi

untuk dapat memberikan tafsir atas Pasali. 39 ayat (4) UU No. 22

Tahun 2009, agar menjadi konstitusional dan memberikan batasan

penafsiran agar tidak tenadiinkonstitusionalitas, Dengan demikian,

untuk menghindari tenadinya ketidakpastian hukum, juga untuk

mewujudkan keadilan Para Pemohon tersebut, Mahkamah Konsitusi

perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasa1 139 ayat (4) UU No. 22

Tahun 2009, agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan

putusan Pasa! 139 ayat (4) un No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara P, epublik

Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Pasa1 28 D ayat (1)

Undang-Undang Dasar Tabun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan

Penyedia jasa angkutan uinum tidak dalam traye!< chiaksanakan o1ch

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha NIIlik Daerah, dan/atau

Badan Hukum lain serta Perorangan Warga Negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.

4.

23
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Petitum Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dari seiuruh danl-dalil Yang diuraikan di atas dan bukti-butti

torlampir, dengan jin Pemohon inohon kepada para Yang Mulia Maielis

Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan
sebagai berikut:

I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pare Pemohon unto!<

seiuruhnya;

2. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasa1 139 ayat

(4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

torhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

''945;

3. Menyatakan Pasa1 139 ayat (4) un No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jal;an (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Pasal I ayat (3) dan

Pasa1 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepaiTjang

tidak ditafsirkan penyedia jasa angkutan urnum adalah **Perorangan

Warga Negara walaupun tanpa badan hukum".

4. Atau apabila Maielis Hakim Konstitusi berpendapat dan mengaiiggap

Pasa1 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lehibaran Negara Republik Indonesia Nomor

5025) totap meinpunyai kekuatan hukum mengikat dan beriaku,

24
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